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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam 
implementasi prinsip-prinsip akad dalam kegiatan operasional dan 
perumusan produk di ekosistem perbankan syariah modern. Melalui 
penerapan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan 
deskriptif analitis, kajian ini mengeksplorasi bagaimana hukum fiqih 
muamalah bertransformasi menjadi kontrak keuangan kekinian. 
Hasil studi membuktikan bahwa instrumen akad seperti murabahah, 
mudharabah, musyarakah, dan ijarah sangat efektif memfasilitasi 
kebutuhan likuiditas pasar tanpa melanggar rambu-rambu larangan 
riba dan gharar. Meskipun inovasi kontrak majemuk (multi-akad) 
sukses meningkatkan kelincahan industri, implementasinya di 
lapangan masih diadang oleh patologi formalisme hukum, minimnya 
literasi staf garda depan, serta potensi asimetri informasi yang 
merugikan nasabah ritel. Kesimpulan dari penelitian ini 
menegaskan bahwa bank syariah dituntut untuk tidak sekadar 
mengejar kelengkapan dokumen administratif, melainkan wajib 
menghidupkan substansi keadilan moral demi menjaga muruah 
sistem keuangan Islam di tengah persaingan ekonomi global. 

Kata Kunci: Prinsip Akad, Perbankan Syariah, Fiqih Muamalah, Kepatuhan 
Syariah, Manajemen Risiko. 
 
Abstract 

This study aims to deeply analyze the implementation of akad 
(contract) principles in the operational activities and product 
formulation within the modern Islamic banking ecosystem. Through 
the application of a qualitative research method with a descriptive-
analytical approach, this study explores how fiqh muamalah laws 
transform into contemporary financial contracts. The study results 
prove that contract instruments such as murabahah, mudharabah, 
musyarakah, and ijarah are highly effective in facilitating market 
liquidity needs without violating the prohibitions of usury and gharar. 
Although the innovation of hybrid contracts (multi-akad) successfully 
increases industry agility, its implementation in the field is still 
hindered by the pathology of legal formalism, the lack of literacy 
among frontline staff, and potential information asymmetry 
detrimental to retail customers. The conclusion of this research 
affirms that Islamic banks are required not merely to pursue 
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administrative document completeness, but must enliven the 
substance of moral justice to maintain the dignity of the Islamic 
financial system amidst global economic competition. 

Keywords: Akad Principles, Islamic Banking, Fiqh Muamalah, Sharia 
Compliance, Risk Management. 
 
Pendahuluan 
 
Perbankan syariah telah mengukuhkan posisinya sebagai salah satu pilar 
utama dalam arsitektur perekonomian modern yang menawarkan alternatif 
pembiayaan etis dan berkeadilan. Berbeda dengan sistem perbankan 
konvensional yang menjadikan instrumen suku bunga sebagai motor 
penggerak utama, perbankan syariah beroperasi secara ketat di bawah 
koridor prinsip-prinsip syariat Islam. Sistem ini melarang secara mutlak 
segala bentuk praktik riba, eksploitasi finansial, dan transaksi yang 
mengandung ketidakpastian tinggi atau spekulasi liar. Kehadiran entitas 
keuangan syariah ini ditujukan untuk mengakomodasi kebutuhan 
masyarakat Muslim yang mendambakan rasa aman secara spiritual ketika 
mengelola perputaran kekayaan material mereka di tengah pusaran arus 
sistem ekonomi kapitalisme sekuler global (Antonio, 2021). 
 
Garis demarkasi paling fundamental yang membedakan bank syariah 
dengan bank konvensional terletak pada pengimplementasian sistem akad 
dalam setiap transaksi finansialnya. Akad bukan sekadar dokumen 
administratif atau formalitas penandatanganan kertas, melainkan sebuah 
ikatan perjanjian suci yang memiliki konsekuensi hukum positif sekaligus 
pertanggungjawaban moral di hadapan Tuhan. Setiap kucuran dana yang 
disalurkan oleh bank syariah wajib memiliki pijakan akad yang jelas, baik itu 
berbentuk akad jual beli, sewa-menyewa, maupun kerja sama bagi hasil. 
Konstruksi kontrak ini merumuskan secara transparan hak, kewajiban, dan 
pembagian risiko antara pihak nasabah dengan bank, sehingga 
meniadakan potensi kezaliman yang acap kali merugikan nasabah 
(Ascarya, 2022). 
 
Landasan filosofis dari penerapan akad ini bertumpu pada asas kebebasan 
berkontrak yang diiringi oleh kepatuhan tanpa kompromi terhadap 
parameter halal dan haram. Syariat Islam memberikan kemerdekaan penuh 
bagi kedua belah pihak untuk merancang skema transaksi komersial sesuai 
kebutuhan mereka, selama kesepakatan tersebut dibangun di atas fondasi 
kerelaan bersama tanpa adanya unsur paksaan sedikit pun. Kebebasan 
komersial ini tetap dibatasi oleh rambu-rambu larangan transaksi yang 
diharamkan, seperti larangan memperjualbelikan komoditas fiktif atau 
mengambil keuntungan pasti dari peminjaman uang. Keseimbangan antara 
kebebasan berekonomi dan kepatuhan norma inilah yang menjadi rahasia 
kekuatan resiliensi sistem perbankan syariah dalam menghadapi 
guncangan resesi global (Karim, 2023). 
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Transformasi literatur fiqih muamalah klasik ke dalam wujud produk 
perbankan modern menuntut adanya rekayasa finansial yang sangat 
cerdas, adaptif, namun tetap berhati-hati. Para cendekiawan Muslim dan 
praktisi keuangan diwajibkan untuk menerjemahkan hukum-hukum 
perdagangan tradisional era lampau ke dalam bahasa transaksi perbankan 
digital masa kini tanpa mencederai substansi syariahnya. Tantangan 
operasional ini memicu lahirnya berbagai fatwa kontemporer yang 
melegitimasi penggunaan instrumen hibrida, di mana beberapa akad klasik 
digabungkan menjadi satu kesatuan produk yang utuh demi menjawab 
kompleksitas kebutuhan bisnis nasabah. Proses adaptasi lintas zaman ini 
membuktikan bahwa hukum ekonomi Islam bersifat dinamis, aplikatif, dan 
tidak pernah usang tertelan zaman (Muhamad, 2021). 
 
Kendati kerangka teoretis perbankan syariah terlihat sangat sempurna, 
realitas implementasi akad di lapangan sering kali diwarnai oleh berbagai 
problematika dan sengketa manajerial. Muncul kritik tajam yang menyoroti 
adanya kecenderungan formalisme hukum, di mana bank syariah dianggap 
hanya mengganti istilah bunga menjadi margin, tanpa benar-benar 
menerapkan semangat keadilan bagi hasil secara esensial. 
Ketidaksesuaian antara nama akad yang tertera pada brosur pemasaran 
dengan substansi praktik pencatatan akuntansi di meja staf operasional 
kerap kali memicu kekecewaan nasabah ritel. Kesenjangan ekspektasi 
inilah yang menjadi ancaman terbesar bagi reputasi institusi dan 
menggerus esensi kemurnian syariat yang dijanjikan oleh industri keuangan 
syariah (Nurhayati & Wasilah, 2024). 
 
Berdasarkan latar belakang dan rentetan polemik operasional yang telah 
diuraikan, penelitian ini dirancang secara khusus untuk menganalisis 
penerapan prinsip akad di dalam ekosistem perbankan syariah modern. 
Tujuan utama dari kajian ini adalah untuk mengeksplorasi secara holistik 
bagaimana nilai-nilai fiqih muamalah diwujudkan ke dalam praktik kontrak 
perbankan, serta membedah kendala-kendala struktural yang menghalangi 
pencapaian kepatuhan syariah secara kaffah. Melalui elaborasi akademis 
yang komprehensif, studi kualitatif ini diproyeksikan mampu memberikan 
kerangka evaluasi bagi para praktisi dan regulator guna membenahi celah 
ketidaksempurnaan operasional. Pada akhirnya, integritas prinsip akad 
dapat ditegakkan demi menjaga marwah sistem keuangan syariah di 
Indonesia. 
 
Kajian Teori 
 
Prinsip Akad 
Secara etimologis dan terminologis, akad dalam literatur fiqih Islam 
didefinisikan sebagai sebuah ikatan atau persambungan yang mengikat 
secara hukum antara ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan). Ikatan lisan 
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maupun tulisan ini harus dibenarkan oleh syariat dan memunculkan 
implikasi pemindahan kepemilikan atau hak guna atas suatu objek transaksi 
dari satu pihak ke pihak lainnya. Dalam konteks industri perbankan, akad 
merupakan nyawa utama yang melegalisasi seluruh aktivitas 
penghimpunan maupun penyaluran dana publik. Tanpa adanya rumusan 
akad yang sah secara hukum agama, seluruh aliran dana yang terjadi akan 
dikategorikan sebagai transaksi batil yang memproduksi dosa finansial bagi 
kedua belah pihak yang terlibat (Sutedi, 2022). 
 
Keabsahan sebuah akad sangat bergantung pada terpenuhinya rukun dan 
syarat yang telah ditetapkan secara ketat oleh para ulama mazhab. Rukun 
esensial tersebut meliputi adanya pihak-pihak yang berakad (aqidain), 
objek transaksi yang memiliki nilai ekonomis dan wujud fisik yang jelas 
(ma’qud alaih), serta pernyataan kehendak (sighat). Seluruh pihak yang 
bertransaksi diwajibkan memiliki kecakapan bertindak secara hukum, 
berada dalam kondisi sadar, dan tidak berada di bawah tekanan ancaman 
pihak mana pun. Selain itu, objek yang ditransaksikan mutlak harus 
berstatus halal, bermanfaat, dan sepenuhnya berada di bawah otoritas 
kepemilikan pihak penjual sebelum kontrak jual beli tersebut dieksekusi 
secara resmi (Umam, 2023). 
 
Implementasi akad dalam muamalah sangat menjunjung tinggi prinsip 
dasar atau asas keluwesan yang termanifestasi dalam doktrin asas 
kebolehan (mabda’ al-ibahah). Asas ini menggarisbawahi bahwa pada 
dasarnya seluruh bentuk skema transaksi ekonomi dan bisnis adalah 
diperbolehkan secara mutlak, terkecuali jika terdapat dalil syar'i yang 
secara eksplisit melarangnya. Prinsip kebolehan ini didampingi oleh pilar 
asas kerelaan (antaradin), di mana setiap butir kesepakatan harus lahir dari 
kerelaan hati tanpa ada unsur manipulasi informasi. Kombinasi kedua asas 
fundamental ini memberikan landasan fleksibilitas bagi para insinyur 
keuangan syariah untuk terus berinovasi merancang produk perbankan 
modern yang tetap selaras dengan ruh keadilan sosial (Mardani, 2021). 
 
Untuk menjaga kemurnian dan keabsahan transaksi, syariat Islam 
menggariskan larangan keras terhadap masuknya unsur-unsur destruktif ke 
dalam struktur sebuah akad. Unsur terlarang utama meliputi riba (tambahan 
yang diisyaratkan tanpa penyeimbang penyerahan barang riil), gharar 
(ketidakjelasan atau penipuan spesifikasi objek), serta maysir (praktik 
perjudian atau spekulasi buta). Kehadiran salah satu dari ketiga unsur 
parasit ini akan secara otomatis membatalkan keabsahan akad, mengubah 
statusnya menjadi fasid (rusak) atau batil (batal demi hukum). Oleh 
karenanya, perbankan syariah diwajibkan menyiagakan dewan pengawas 
internal yang bertugas melakukan audit berlapis guna memastikan seluruh 
rancangan kontrak telah steril dari kontaminasi unsur haram tersebut 
(Ismail, 2026). 
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Perbankan Syariah 
Perbankan syariah merupakan entitas lembaga intermediasi keuangan 
yang bertugas menghimpun surplus dana dari masyarakat luas dan 
menyalurkannya kembali kepada sektor riil yang membutuhkan, tanpa 
menggunakan mekanisme suku bunga. Fungsi intermediasi ini dieksekusi 
menggunakan instrumen perdagangan, skema sewa-menyewa, serta 
skema investasi bagi hasil yang selaras dengan nilai-nilai syariat Islam. 
Sebagai lembaga keuangan modern, bank syariah memikul beban 
tanggung jawab ganda; mereka diwajibkan mencetak laba bersih demi 
menjaga keberlangsungan operasional korporat, namun di saat yang sama 
harus tunduk patuh pada parameter moral keagamaan. Dualisme tanggung 
jawab ini menempatkan bank syariah pada posisi unik di dalam konstelasi 
arsitektur perbankan global masa kini (Yaya et al., 2024). 
 
Tata kelola perbankan syariah di yurisdiksi Indonesia bernaung di bawah 
arsitektur sistem perbankan ganda (dual banking system) yang 
diakomodasi sepenuhnya oleh regulasi perundang-undangan negara. 
Keunikan dari sistem operasional perbankan syariah ini adalah kewajiban 
penempatan Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada setiap struktur 
manajemen bank yang bersangkutan. DPS memiliki otoritas mutlak untuk 
mengawasi, memveto, dan meluruskan setiap produk maupun prosedur 
operasional standar yang dinilai melenceng dari fatwa otoritas ulama 
nasional. Kehadiran lapis pengawasan religius inilah yang memberikan 
garansi ketenangan spiritual bagi para nasabah, memastikan bahwa dana 
tabungan mereka tidak akan pernah digunakan untuk membiayai pabrik 
minuman keras atau industri perjudian (Hasan, 2025). 
 
Kerangka pendanaan dan pembiayaan perbankan syariah digerakkan oleh 
serangkaian instrumen akad yang memiliki karakteristik tingkat risiko dan 
ekspektasi laba yang sangat bervariasi. Pada sisi penghimpunan dana 
simpanan, bank umumnya mengadopsi akad titipan (wadi'ah) murni 
maupun skema investasi bagi hasil (mudharabah) di mana nasabah 
bertindak sebagai pemodal pasif. Sementara itu, pada lini penyaluran 
pembiayaan, bank menyalurkan likuiditas menggunakan dominasi skema 
jual beli (murabahah) yang memberikan kepastian margin keuntungan 
absolut bagi neraca bank. Variasi portofolio pembiayaan ini dirancang 
secara sistematis untuk menyeimbangkan kebutuhan pendanaan modal 
kerja nasabah korporasi berskala raksasa hingga ke tingkat pembiayaan 
konsumtif nasabah ritel perorangan (Antonio, 2021). 
 
Memasuki era disrupsi perbankan digital, institusi keuangan syariah 
dihadapkan pada tantangan monumental untuk melakukan digitalisasi 
layanan tanpa mencederai kesucian rukun pelaksanaan akad. Transisi dari 
tanda tangan basah di atas kertas menjadi otorisasi biometrik pada layar 
ponsel pintar memerlukan validasi hukum fiqih kontemporer yang sangat 
cermat dan komprehensif. Perbankan syariah dituntut menyelaraskan 
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kecepatan proses pencairan kredit otomatis (instant approval) dengan 
kepatuhan syarat serah terima (qabdh) barang yang menjadi objek 
transaksi dasar. Kegagalan menavigasi digitalisasi kepatuhan ini berpotensi 
menyeret bank syariah tertinggal jauh di belakang bank konvensional yang 
bergerak begitu lincah mengeksploitasi algoritma kecerdasan buatan demi 
merebut pasar generasi muda (Ascarya, 2022). 
 
Metode Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan dengan mengaplikasikan metode penelitian 
kualitatif melalui pendekatan studi literatur dan analisis deskriptif analitis 
untuk membedah secara mendalam konstruksi prinsip akad dalam 
perbankan syariah. Fokus utama desain penelitian ini diarahkan pada 
penelaahan teks-teks akademik, regulasi otoritas keuangan, serta literatur 
fiqih muamalah kontemporer tanpa menggunakan uji regresi statistika 
numerik. Data yang berhasil dihimpun dari berbagai kepustakaan tersebut 
selanjutnya direduksi, dikelompokkan secara tematis berdasarkan 
karakteristik varian instrumen kontrak, lalu diinterpretasikan untuk 
melahirkan konklusi yang presisi. Pendekatan komprehensif ini bertujuan 
menemukan titik temu harmonisasi antara rigiditas doktrin hukum agama 
klasik dengan keluwesan tuntutan manajerial industri perbankan modern di 
era milenium. 
 
Hasil dan Pembahasan 
 
Implementasi Prinsip Akad pada Produk Perbankan Syariah 
Implementasi instrumen jual beli dengan skema murabahah terbukti 
mendominasi secara mutlak portofolio penyaluran dana di hampir seluruh 
neraca perbankan syariah nasional saat ini. Dalam skema ini, bank 
bertindak secara definitif sebagai penjual yang membeli barang pesanan 
nasabah terlebih dahulu, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah 
dengan tambahan margin keuntungan yang disepakati secara transparan. 
Keberhasilan implementasi murabahah sangat digemari oleh manajemen 
bank karena instrumen ini menawarkan tingkat kepastian pendapatan arus 
kas yang sangat terukur dan stabil. Kendati demikian, bank wajib 
memastikan bahwa kepemilikan aset benar-benar telah berpindah ke 
tangan bank sebelum akad jual beli dengan nasabah resmi dieksekusi di 
atas kertas (Muhamad, 2021). 
 
Berpindah pada instrumen pembiayaan yang berbasis investasi, 
implementasi akad mudharabah memosisikan bank sebagai pemilik modal 
murni yang menyuntikkan likuiditas penuh kepada nasabah pengelola 
bisnis. Skema kemitraan ini diikat oleh perjanjian pembagian rasio 
keuntungan persentase di awal kontrak, namun bank harus bersiap 
menanggung kerugian finansial seutuhnya apabila bisnis nasabah kolaps 
akibat faktor risiko alami pasar. Tingginya risiko asimetri informasi dan 
potensi moral hazard dari pihak pengelola bisnis membuat bank syariah 
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sangat berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan jenis ini. Eksekusi 
akad ini menuntut bank memiliki kompetensi analitis proyek yang sangat 
tajam guna menyaring kelayakan proposal bisnis sebelum likuiditas 
dicairkan (Sutedi, 2022). 
 
Skema permodalan musyarakah menghadirkan bentuk kemitraan yang 
jauh lebih seimbang, di mana bank syariah dan nasabah sama-sama 
menyetorkan porsi modal finansial untuk membiayai suatu proyek kongsi. 
Pembagian hasil laba disesuaikan dengan kesepakatan negosiasi, 
sedangkan penanggungan kerugian didistribusikan secara proporsional 
sesuai dengan besaran persentase porsi modal masing-masing pihak yang 
berkongsi. Instrumen bagi hasil ini merupakan manifestasi paling hakiki dari 
filosofi keadilan ekonomi Islam yang menjunjung tinggi semangat bahu-
membahu dalam menanggung beban risiko korporasi. Produk musyarakah 
mutanaqisah (kongsi menurun) kini sangat populer digunakan secara luas 
untuk mendanai pemilikan rumah, di mana bank secara bertahap menjual 
porsi kepemilikannya kepada nasabah (Nurhayati & Wasilah, 2024). 
 
Pengaplikasian skema sewa-menyewa menggunakan akad ijarah 
memfasilitasi nasabah untuk memperoleh hak guna atas pemanfaatan 
sebuah barang modal atau jasa tanpa memindahkan hak kepemilikan aset 
tersebut. Bank syariah umumnya membeli mesin industri atau kendaraan 
operasional berat untuk kemudian disewakan kepada pihak nasabah 
korporat dengan tarif sewa tetap selama periode waktu tertentu. Untuk 
memfasilitasi kebutuhan pasar konsumtif, industri perbankan memodifikasi 
akad ini menjadi ijarah muntahiya bittamlik, yang diakhiri dengan opsi 
perpindahan status kepemilikan aset kepada nasabah di ujung masa sewa. 
Keluwesan implementasi produk sewa guna usaha ini membuktikan 
kemampuan instrumen akad fiqih dalam melayani dinamika pembiayaan 
kebutuhan aset produktif (Umam, 2023). 
 
Kompleksitas transaksi bisnis di era modern sering kali tidak sanggup 
diselesaikan hanya dengan menggunakan satu bentuk akad tunggal murni 
yang berdiri sendiri secara kaku. Oleh karena itu, bank syariah merumuskan 
strategi inovasi penciptaan kontrak majemuk atau multi-akad (al-uqud al-
murakkabah), di mana dua atau lebih akad dikawinkan dalam satu kesatuan 
dokumen fasilitas pembiayaan. Contoh nyatanya adalah penggabungan 
akad pinjaman lunak (qardh) dan akad sewa jasa pelaksana (ijarah) dalam 
eksekusi produk fasilitas dana talangan porsi haji. Kehati-hatian tingkat 
tinggi sangat dituntut dalam meracik kontrak majemuk ini agar 
penggabungan tersebut tidak menimbulkan rekayasa hukum terselubung 
yang menyeretnya kembali pada jerat riba (Yaya et al., 2024). 
 
Tantangan Kepatuhan Syariah dalam Eksekusi Akad 
Tantangan paling mendasar yang senantiasa menghantui eksekusi 
operasional perbankan syariah adalah fenomena penyakit formalisme 
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hukum yang mementingkan kelengkapan kertas administratif di atas 
substansi keadilan fiqih. Banyak kritikus independen menyoroti bahwa 
modifikasi akad jual beli murabahah sering kali diputar sedemikian rupa 
hanya untuk mereplikasi perhitungan suku bunga tetap khas gaya bank 
konvensional. Penandatanganan akad wakalah (pemberian kuasa beli) 
kepada nasabah yang dieksekusi bersamaan dengan akad murabahah 
acap kali memutus rantai kepemilikan bank atas barang, membuat transaksi 
tersebut lebih menyerupai kamuflase pinjaman berbalut jual beli. Penyakit 
kamuflase ini perlahan merusak integritas sistem dan mengikis simpati 
publik terhadap kemurnian institusi keagamaan ini (Ismail, 2026). 
 
Kendala struktural berikutnya berakar pada minimnya kesiapan kualitas 
sumber daya manusia, khususnya di level staf pemasaran dan pelayanan 
pelanggan yang berhadapan langsung dengan publik. Mayoritas staf garis 
depan ini belum dibekali oleh kedalaman literasi fiqih muamalah yang 
mumpuni, sehingga penjelasan mereka terkait mekanisme akad sering kali 
meleset dan sangat menyimpang. Mereka cenderung menggunakan diksi 
perbankan konvensional, seperti menggunakan kata 'bunga' untuk 
menjelaskan 'margin', yang akhirnya menimbulkan kebingungan dan 
kecurigaan di benak nasabah awam. Kesenjangan kompetensi sumber 
daya manusia ini merupakan pekerjaan rumah raksasa bagi divisi pelatihan 
perbankan agar filosofi keadilan syariah tidak terhenti sebatas buku 
pedoman internal perusahaan (Mardani, 2021). 
 
Asimetri informasi antara pihak perbankan dan nasabah saat momen 
penandatanganan dokumen kontrak panjang menciptakan ketimpangan 
posisi tawar yang rentan mencederai pilar asas kerelaan bersama. 
Dokumen akad yang dicetak dengan font kecil berlembar-lembar sering kali 
memuat klausul eksepsional yang sangat menguntungkan pihak bank 
apabila terjadi skenario penyelesaian kredit macet di masa depan. Nasabah 
yang tidak memiliki literasi hukum memadai umumnya hanya pasrah 
menandatangani dokumen tanpa memahami konsekuensi pembebanan 
denda keterlambatan yang dipatok secara sepihak. Otoritas perbankan 
wajib memaksa institusi untuk menyajikan ringkasan informasi produk 
secara transparan dan berimbang agar esensi kerelaan akad benar-benar 
lahir dari pemahaman yang utuh (Hasan, 2025). 
 
Polemik penyelesaian sengketa perselisihan kontrak juga menjadi batu 
sandungan yang cukup merumitkan penegakan kepatuhan eksekusi akad 
di yurisdiksi tata hukum nasional Republik Indonesia. Meskipun regulasi 
telah memandatkan Pengadilan Agama sebagai institusi resmi yang 
berwenang mengeksekusi penyelesaian sengketa perbankan syariah, tidak 
jarang hakim di pengadilan masih gagap membaca struktur kompleksitas 
kontrak hibrida keuangan modern. Dualisme interpretasi pembacaan akad 
antara kacamata hukum perdata umum dan kacamata hukum fiqih 
muamalah kerap melahirkan putusan pengadilan yang sangat kontradiktif. 
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Harmonisasi penegakan hukum dan peningkatan kapasitas pemahaman 
para hakim ekonomi syariah mutlak diperlukan untuk menjamin kepastian 
hukum operasional bank dan memberikan perlindungan bagi nasabah 
(Antonio, 2021). 
 
Melangkah ke cakrawala masa depan, eksekusi kepatuhan syariah akan 
dihadapkan pada disrupsi teknologi adopsi ekosistem kontrak pintar (smart 
contracts) yang ditenagai oleh infrastruktur blockchain. Automasi kode 
pemrograman komputer ini berpotensi mengeksekusi pencairan rasio bagi 
hasil nasabah secara akurat, seketika, dan mustahil dimanipulasi oleh 
campur tangan pihak manajemen internal. Namun, para dewan pakar 
syariah dituntut untuk merumuskan landasan fatwa baru guna memvalidasi 
keabsahan ijab kabul yang dieksekusi murni oleh barisan kode algoritma 
tanpa interaksi fisik manusiawi. Mengawinkan rigiditas doktrin syariat klasik 
dengan kelajuan inovasi teknologi buku besar terdistribusi ini merupakan 
gerbang evolusi terakhir bagi penyempurnaan sistem perbankan syariah 
(Ascarya, 2022). 
 
Kesimpulan 
Berdasarkan keseluruhan analisis komprehensif yang telah diuraikan, 
penelitian ini menyimpulkan bahwa prinsip akad menduduki posisi sebagai 
pilar fundamental yang menjamin kesucian, keadilan, dan keabsahan 
seluruh transaksi di perbankan syariah. Implementasi ragam akad seperti 
murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah membuktikan tingginya 
fleksibilitas hukum fiqih dalam merespons kebutuhan penyaluran likuiditas 
perekonomian modern tanpa harus melanggar larangan riba, gharar, dan 
maysir. Meskipun arsitektur teoretisnya sangat ideal, operasionalisasinya di 
lapangan masih terusik oleh tantangan formalisme hukum, rendahnya 
kompetensi sumber daya manusia di garda terdepan, serta asimetri 
informasi yang merugikan nasabah. Untuk merawat kepercayaan publik, 
industri perbankan syariah wajib menyeimbangkan agresivitas inovasi 
produk hibrida digital dengan pengawasan kepatuhan substansi syariah 
secara ketat, agar esensi keadilan ekonomi Islam tidak pudar menjadi 
sekadar label pemasaran semata. 
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